
SALINAN

BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 16 TAHUN 2010

TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk memperjelas maksud dan definisi objek
dan subjek pajak, memperluas dan menambah basis
pajak dengan menjaring objek pajak baru,
meningkatkan asas keadilan dalam pajak daerah dan
memberikan landasan dalam penerapan sistem
elektronik dalam pemungutan pajak daerah, maka
Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun
2010 tentang Pajak Daerah perlu diubah kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia   Nomor 4355);



5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor
13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan  Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Banjarengara Tahun 2011 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 129) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
270);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

dan
BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR
16 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 129) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarengara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 270) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 14 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 1

14. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan
termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang
mencakup juga motel, hostel, losmen, gubuk pariwisata, wisma
pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan/homestay dan
sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10
(sepuluh).



2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 menjadi berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 6

Tarif Pajak Hotel terdiri dari :
a. Hotel selain rumah kos yang meliputi motel, hostel, losmen, gubuk

pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah
penginapan/homestay dan sejenisnya sebesar 10% (sepuluh persen);
dan

b. Hotel berupa rumah kos ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).

3. Ketentuan Pasal 66 setelah ayat (2) ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni
ayat (3), sehingga Pasal 66 menjadi berbunyi  sebagai berikut :

Pasal 66

(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
(2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan

surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak
berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(3) Pemungutan Pajak dapat dilaksanakan secara sistem elektronik.

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 29-6-2020

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

BUDHI SARWONO
Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 3-7-2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

INDARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2020 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA, PROVINSI
JAWA TENGAH NOMOR : (4-78/2020)



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 16 TAHUN 2010

TENTANG PAJAK DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka memberikan landasan hukum dalam pemungutan
Pajak Daerah sebagai salah satu sektor sumber dari Pendapatan Asli
Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara telah menetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Namun dalam implementasinya
banyak perkembangan istilah dan juga terdapat wajib pajak yang
mengharapkan ada asas keadilan dalam penetapan tarif pajak terutama
untuk tarif Pajak Hotel khususnya Rumah Kos.

Selain itu, sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi
dalam perpajakan daerah, maka perlu diatur terkait penggunaan teknologi
dan informasi pajak daerah sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan
pelaporan dan pembayaran pajak daerah serta sistem informasi teknologi
pendapatan daerah yang terintegrasi secara elektronik.

Disisi lain adanya Perubahan Peraturan Daerah yang mengatur
tentang pajak daerah yaitu untuk memberikan maksud dan definisi yang
jelas terhadap jenis dan objek serta subjek pajak daerah untuk
memudahkan dalam pemungutan pajak daerah dilapangan.

Dengan dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, sehingga
sebagai upaya untuk mengakomodir hal tersebut, Pemerintah Kabupaten
Banjarnegara perlu menyesuaikan peraturan daerah yang mengatur
tentang pajak daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 66

Cukup jelas
Pasal II

Cukup Jelas.
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